BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.606, 2010 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Dana
Alokas Khusus. Infrastruktur. Juknis.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PRT/M/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjan Umum Nomor
42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokas Khusus Bidang Infrastruktur yang dalam
pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian
Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan  Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan untuk meningkatkan efisens penggunaan Dana
Alokas Khusus Bidang Infrastruktur, perlu dilakukan
penyempurnaan;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.606

Mengingat

Menetapkan

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum;

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelak sanaan Rencana Pembangunan;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

. Keputusan Presden Republik Indonesia Nomor 84/P

Tahun 2009;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

08/PRT/M/2010 tentang Organisas dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum.

Unit Kerja Esdlon 1 adalah Direktorat Jendera Sumber Daya Air,
Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya di
Kementerian Pekerjaan Umum.

Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi Subbidang Jalan,
Subbidang Irigas, Subbidang Air Minum, dan Subbidang Sanitas.

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK
Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana
dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar
tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokas Khusus Bidang Infrastruktur
yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah organisasi/lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai
dari Dana Alokas Khusus Bidang Infrastruktur.

Efisenss adalah dergat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan
melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya untuk menghasilkan
barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output)

Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan sebergpa jauh
program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan

Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran
(output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungs dengan optimal

Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, triwulan kedua
adalah 30 Juni, triwulan ketiga adalah 30 September, triwulan keempat
adalah 31 Desember.
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Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian,
Pemerintah Proving, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, pemanfaatan
serta pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui
DAK Bidang Infrastruktur;

Tujuan disusunnya petunjuk teknisini untuk:

a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK
Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Proving,
Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. menjamin terlaksananya koordinas antara Kementerian, Kementerian
terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota
dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis
kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;

c. meningkatkan efektivitas dan efisens pemanfaatan DAK Bidang
Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK
Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas nasional; dan

d. meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti
kinerja jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi
(termasuk jaringan reklamas rawa) yang merupakan kewenangan
provinsi/kabupaten/kota, meningkatkan cakupan pelayanan air minum,
dan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat di kabupaten/kota.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini  meliputi
perencanaan dan pemrograman, koordinas penyelenggaraan, pelaksanaan,
tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring
dan evaluas, pengendalian, pelaporan kegiatan/fisk dan keuangan, serta
penilaian kinerja

BAB Il

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 3
Kementerian melalui Unit Kerja Eselon 1 terkait untuk masing-masing
subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayar DAK
Bidang Infrastruktur dalam hal:

a. Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;
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b. Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
dalam bentuk pendampingan dan konsultasi;

c. Melakukan evaluas dan sinkronisas atas usulan Rencana Kegiatan
(RK) dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas
nasional.

Prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Subbidang Jalan meningkatkan integras fungs jaringan jalan,
meningkatkan akses-akses ke daerah potensia, membuka daerah
terisolasi dan terpencil, mendukung pengembangan kawasan perbatasan,
dan pariwisata;

b. Subbidang Irigasi, mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigas
(termasuk jaringan reklamas rawa) di provinsi dan kabupaten/kota guna
mendukung program ketahanan pangan;

c. Subbidang Air Minum memberikan akses pelayanan sistem penyediaan
air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh
perkotaan dan di perdesaan termasuk daerah pesisir dan permukiman
nelayan;

d. Subbidang Sanitasi memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah,
persampahan, dan drainase) yang layak skala kawasan kepada
masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan
melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penetapan alokas DAK dari Menteri  Keuangan,
Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat
Rencana Kegiatan (RK) secara partisipatif berdasarkan konsultas dengan
berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) harus memperhatikan tahapan
penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang
akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang
berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu
dikonsultasikan ke Unit Kerja Eselon 1 dan/atau Dinas Provins terkait
dengan prioritas nasional.

Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing
subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran 1 untuk Subbidang Jalan,
Lampiran 2 untuk Subbidang Irigasi, Lampiran 3 untuk Subbidang Air
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